BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR |2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801};

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248};



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 63 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10

Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

U N -

Ngawi.

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

5. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
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11.
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Fasilitasi bantuan hukum adalah pelayanan bantuan hukum yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberi bantuan hukum
kepada penerima bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan
hukum.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi
persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang lemah dan tidak
mampu dalam menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara
pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.

Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak
dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan
pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan air bersih dan sanitasi,
tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman dan partisipasi.

Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang
yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Ngawi yang
kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan
Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau
Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II
STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum.

Standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk penanganan:

a. bantuan hukum secara litigasi; dan

b. bantuan hukum secara non litigasi.

Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum Secara Litigasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 3
Standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan
perkara:
a. pidana;

b. perdata; dan
c. tata usaha negara.



(1)

)

3)

(1)

2)

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 4

Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada penerima
bantuan hukum yang berstatus sebagai:

a. tersangka;

b. terdakwa; atau

c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar
biasa.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari
tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau
menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat
dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum
luar biasa.

Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang
berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau
pemeriksaan di persidangan;

d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau
pemeriksaan di persidangan;

e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima
bantuan hukum;

f. penghadiran saksi dan/atau ahli;

g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan
permintaan penerima bantuan hukum; dan/atau

h.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 5

Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima

bantuan hukum yang merupakan:

a. penggugat/pemohon; atau
b. tergugat/termohon.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi
bantuan hukum melakukan:

a. pembuatan surat kuass;

b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;

c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;

d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan
proses pemeriksaan di persidangan;

e. pendaftaran gugatan/permchonan ke pengadilan;
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f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat
mediasi;

g. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat
pemeriksaan di persidangan;

h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

i. pembuatan replik dan kesimpulan;

j- penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
dan/atau

k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada tergugat/termohon, pemberi
bantuan hukum melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;

b. melakukan gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;

c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan
proses pemeriksaan di persidangan;

d. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat
mediasi;

e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;

f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat
pemeriksaan di persidangan;

g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
dan/atau

i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 4
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada
penerima bantuan hukum yang merupakan:

a. penggugat; atau
b. penggugat intervensi.

Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;

c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;

d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan
proses pemeriksaan di persidangan;

e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;

f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata
usaha negara;

g pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;

h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;

i. pembuatan replik dan kesimpulan; -

j- penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau

k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

Pasal 7

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh
advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup pemberi
bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis kegiatan bantuan hukum secara non litigasi yang dilaksanakan oleh

(1)

&)

)

pemberi bantuan hukum meliputi:

a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum;

c. investigasi kasus;

d. mediasi;

€. negosiasi;

f. pemberdayaan masyarakat;

g- pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
h. drafting dokumen hukum.

Paragraf 1
Penyuluhan Hukum

Pasal 8

Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:

a. ceramah;

b. diskusi; dan/atau

c. simulasi.

Untuk mendapatkan penyuiuhan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan kepada
pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh
perwakilan kelompok dengan diketahui dan ditandatangani oleh Lurah
atau Kepala Desa ditempat tinggal penerima bantuan hukum.

Pasal 9

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

a.
b.
c.

d.

peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang
atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2
(dua) jam;

penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin
berada; dan

materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan
kepatuhan hukum masyarakat.
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Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan oleh panitia yang
dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang
terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua;,

b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan

c. 1 (satu) orang anggota,;

yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen,
dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan
hukum.

Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum
tanpa permohonan dari penerima bantuan hukum jika pemberi bantuan
hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis
yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan
penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh:

a. Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan domisili penerima bantuan
hukum;

b. kepala rumah tahanan negara; atau

c. kepala lembaga pemasyarakatan.

Paragraf 2
Konsultasi Hukum

Pasal 12

Konsuitasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2}
huruf b dilakukan secara langsung oleh pemberi bantuan hukum kepada
penerima bantuan hukum.

Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh penerima bantuan hukum
kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan.

Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum diberikan paling
banyak 5 (lima) kali untuk satu perkara yang sama dari penerima bantuan
hukum.

Pemberi bantuan hukum membuat laporan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan
konsultasi hukum.



Paragraf 3

Investigasi Kasus
Pasal 13

(1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi
dan/atau dokumen elektronik maupun non elektronik berkaitan dengan
kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.

(2) Investigasi kasus dilakukan oleh pemberi bantuan hukum atas
permohonan dari penerima bantuan hukum dengan mengisi formulir
permchonan.

(3) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan investigasi kasus diberikan setiap kali
kegiatan.

(4) Pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan
investigasi kasus.

Paragraf 4

Mediasi
Pasal 14

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa
dalam masalah perdata atau tata usaha negara.

(2) Permohonan mediasi diajukan oleh penerima bantuan hukum yang
merupakan salah satu pihak dalam sengketa yang dimohonkan mediasi
dengan mengisi formulir mediasi.

(3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak
4 (empat) kali pertemuan.

(4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para
pihak.

(S) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1
(satu) kali kegiatan untuk satu perkara.

Paragraf 5

Negosiasi
Pasal 15

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa
dalam masalah perdata atau tata usaha negara.

(2) Permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum yang
merupakan salah satu pihak dalam sengketa yang dimohonkan negosiasi
dengan mengisi formulir negosiasi.

(3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan
1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) perkara.

(4) Hasil negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para
pihak.
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Paragraf 6
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan/atau
keterampilan hukum penerima bantuan hukum untuk:

a. penanganan atau pemantauan kasus;
b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

Peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan:

a. permohonan; atau
b. tanpa permohonan.

Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan oleh perwakilan
kelompok penerima bantuan hukum yang diketahui dan ditandatangani
oleh Lurah atau Kepala Desa, sesuai dengan domisili pemohon bantuan
hukum.

Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan jika pemberi bantuan
hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis
yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan masyarakat di lokasi
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang
Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan
oleh:

a.Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan domisili penerima bantuan
hukum;

b. kepala rumah tahanan negara; atau

c. kepala lembaga pemasyarakatan.

Pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan paling lama
3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 7

Pendampingan di Luar Pengadilan
Pasal 17

Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi
dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang
terkait.

Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh penerima
bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan pendampingan di
luar pengadilan.
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(3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak
dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;

b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;

c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi
korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;

d. pendampingan saksi dan/atau korban kerumah sakit atau puskesmas
terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan
kesehatan;

e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan
perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak
hukum,;

f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelindungan;
dan/atau

g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

(4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak
4 (empat) kali untuk 1 (satu) perkara.

(5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

(6) Pemberi bantuan hukum membuat laporan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan
pendampingan di luar pengadilan.

Paragraf 8
Drafting Dokumen Hukum

Pasal 18

(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf h diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:

a. surat perjanjian;
b. surat pernyataan;
c. surat hibah;
d. kontrak kerja;
e. wasiat; dan/atau
f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh penerima

bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan kegiatan drafting
dokumen hukum.

Pasal 19

(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk
pemberian bantuan hukum litigasi.

(2) Dalam hal pemberi bantuan hukum pada saat yang bersamaan
memberikan bantuan hukum litigasi kepada penerima bantuan hukum
yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, maka hanya
diprioritaskan pada pemberian bantuan hukum litigasi.
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(3) Pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan
kegiatan drafting dokumen hukum.

Bagian Ketiga
Pendokumentasian Hukum

Pasal 20

(1) Pemberi bantuan hukum mendokumentasikan penyelenggaraan bantuan
hukum.

{2) Pendokumentasian penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan:

a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan

hukum; dan
b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum

dalam proses bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pelaksana Pemberian Bantuan hukum

Pasal 21

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan
hukum yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 22

(1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang
berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat
yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

(2) Dalam hal jumlah pelaksana pemberi bantuan hukum yang terhimpun
dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan jumlah
perkara litigasi, pemberi bantuan hukum dapat merekrut advokat,
paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.

(3) Pemberi bantuan hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} wajib memberikan surat perintah tugas
pembantuan pemberian bantuan hukum dari direktur/ketua pemberi
bantuan hukum terhadap hasil rekruitmen.
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Paragraf 2
Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

Pasal 23

Dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum non litigasi, pemberian
bantuan hukum dilakukan oleh:

advokat;
paralegal;

dosen; dan/atau
mahasiswa fakultas hukum.

anoop

Pasal 24

Dalam memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:

a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;

b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas
pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
organisasi induk; dan

c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar,
anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

Pasal 25

(1) Dalam memberikan bantuan hukum, paralegal harus memenuhi
persyaratan:

a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;

b. memiliki bukt tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi
bantuan hukum yang sama; dan

c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
1. pemberi bantuan hukum;
2. perguruan tinggi;
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

(2) Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, paralegal harus tunduk

dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang
dibuat oleh pemberi bantuan hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 26

Dalam memberikan bantuan hukum, dosen harus memenuhi persyaratan:

a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;

b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi bantuan
hukum yang sama;

c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum,;

d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.
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Pasal 27

Dalam memberikan bantuan hukum, mahasiswa fakuitas hukum harus
memenuhi persyaratan:

a.
b.

C.

(1)

2)

(1)

)

terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi bantuan
hukum yang sama;

merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu
tanda mahasiswa yang masih berlaku;

telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata,
dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi
transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan

telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:

1. pemberi bantuan hukum;

2. perguruan tinggi;

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau

4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan hukum

Pasal 28

Permohonan bantuan hukum disampaikan secara langsung oleh penerima
bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, dengan mengisi formulir
permohonan bantuan hukum.

Dalam hal penerima bantuan hukum tidak dapat datang secara langsung
ke kantor pemberi bantuan hukum dengan alasan yang dapat dibenarkan,
maka dapat mewakilkan kepada keluarga atau kuasanya dengan
menyampaikan surat kuasa sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Pasal 29

Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

dilampiri dengan:

a.foto kopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang;

b. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa, sesuai dengan
domisili pemohon bantuan hukum;

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan
miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon bantuan
hukum dapat melampirkan:

a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;

b. kartu bantuan langsung tunai;

c. kartu keluarga sejahtera;

d. kartu beras miskin;

e. kartu indonesia pintar;

f. kartu indonesia sehat;

g. kartu keluarga sejahtera;

h. kartu perlindungan sosial; atau

i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
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Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa
surat keterangan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan wajib
diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:

a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa perkara pada tahap
penyidikan;

b. kepala kejaksaan negeri atau jaksa penuntut umum yang melakukan
pemeriksaan dan/atau penuntutan pada tahap penyidikan atau
penuntutan;

c. kepala rumah tahanan negara, jika penerima bantuan hukum
merupakan tahanan miskin;

d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika penerima bantuan hukum
merupakan narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan negeri atau ketua majelis hakim yang memeriksa
perkara orang miskin.

Dalam hal pemberi bantuan hukum menangani bantuan hukum litigasi

melalui penetapan pengadilan berupa penunjukan hakim untuk

mendampingi penerima bantuan hukum, maka penerima bantuan hukum
tidak perlu membuat formulir permohonan bantuan hukum dan surat
keterangan miskin.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi
bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh
surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari
instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa di
tempat tinggal pemberi bantuan hukum.

Pasal 30

Pemberi bantuan hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap
permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan
Pasal 29 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang
diberikan pemohon bantuan hukum.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1
(satu) hari setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
Pemberi bantuan hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum

beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada pemohon bantuan hukum
setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan,
pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan
secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemberi bantuan hukum memberi bantuan
hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.



-15-

(3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemberi bantuan hukum wajib menyertakan

alasan penolakan, yaitu:

a. tidak sesuai dengan visi dan misi pemberi bantuan hukum; dan/atau

b.dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya
penyelesaian perkara.

BAB IV
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 32

(1} Pemberi bantuan hukum wajib memberitahukan kepada Kepala Bagian
Hukum secara tertulis atau melalui sistem informasi pemberian bantuan
hukum sebelum melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non
litigasi.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mencantumkan:

a. identitas penerima bantuan hukum; dan
b. jenis bantuan hukum yang diberikan.

Pasal 33

(1) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum harus
mengumumkan paling sedikit:

a. dasar hukum;

b. jam pelayanan;

c. personalia dan struktur organisasi;

d. jenis layanan; dan

e. alamat, nomor telepon, faxmilie, email, dan/atau laman.

(2) Pemberi bantuan hukum harus menyediakan personil yang kompeten dan
menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 34

Pemberi bantuan hukum hanya memberikan bantuan hukum dalam 1 (satuj
perkara atau kegiatan bantuan hukum kepada 1 (satu) orang penerima
bantuan hukum atau kelompok penerima bantuan hukum.

Pasal 35

Kegiatan pemberian bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima
bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam hal penerima bantuan hukum mendapatkan pelayanan bantuan hukum
yang tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum, penerima
bantuan hukum dapat melaporkan pemberi bantuan hukum kepada Bagian
Hukum secara tertulis.
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BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan hukum

Pasal 37

(1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum
secara tertulis kepada Sekretaris Daerah cq Kepala Bagian Hukum.

(2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan
perjanjian pelaksanaan bantuan hukum yang telah ditandatangani dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dilakukan dengan mengisi
formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:

identitas pemberi bantuan hukum;
nama program;

tujuan program;

deskripsi program;

target pelaksanaan;

output yang diharapkan;

jadwal pelaksanaan; dan

rincian biaya program.

SR e R0 o

Bagian Kedua
Besaran Biaya Bantuan Hukum

Pasal 39

Besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Anggaran Bantuan hukum

Pasal 40

Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan non
litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan
bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran
kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan
laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.

(2) Pemberi bantuan hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa
dokumen pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Kepala Bagian Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan
anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari Kepala Bagian Hukum tidak
memberikan jawaban, permohonan pemberi bantuan hukum dianggap
telah disetujui.

Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:

a. surat elektronik; atau
b. sistem informasi pemberian bantuan hukum.

Bagian Keempat
Penggantian Pencairan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 42

Penggantian pencairan anggaran bantuan hukum diberikan untuk:

a. bantuan hukum litigasi; dan
b. bantuan hukum non litigasi.

Penggantian pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan kartu tanda pengenal advokat.

Paragraf 1

Penggantian Pencairan Bantuan Hukum Litigasi
Pasal 43

Pencairan dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi
bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses
beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang
disertai dengan dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bukti penanganan perkara,;

b. kuitansi pembayaran pengeluaran;

c. laporan keuangan penanganan kasus;

d.dokumentasi;

e. foto kopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang;

f. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya;
dan

g. surat keterangan miskin.

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
untuk bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan
tahapan pemeriksaan meliputi:

a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat panggilan dan/atau surat penahanan dari kepolisian;
4.surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian
penyidikan; dan
S. putusan pra peradilan (jika ada).
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b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
1. bagian surat dakwaan atau tuntutan yang telah ditandatangani oleh

jaksa penuntut umum yang memuat nomor register perkara,
identitas terdakwa, dan dakwaan atau tuntutan;

surat keputusan penghentian penuntutan (jika ada); dan

surat penetapan pengadilan terhadap diversi (khusus pidana anak,

jika ada).
c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:

rall

WoeNon

surat kuasa;

nomor perkara;

surat dakwaan;

surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk
pendampingan), jika ada;

surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;

eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;

pledoi;

replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;

duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;

10. jadwal sidang;
11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan; dan
12. surat pernyataan dari organisasi bantuan hukum yang menyatakan

bahwa menerima putusan.

d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
1.
2.

3.
4.

akta banding;

memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara
dilanjutkan ke tingkat banding;

salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding; dan

surat pernyataan dari organisasi bantuan hukum yang menyatakan
bahwa menerima putusan.

e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
1.
2.

3.
4.

akta kasasi;

memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara
dilanjutkan ke tingkat kasasi;

salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
surat pernyataan dari organisasi bantuan hukum yang menyatakan
bahwa menerima putusan.

f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1.

2.

3.

surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan
tingkat pertama;

salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan
sudah berkekuatan hukum tetap;

memori peninjauan kembali dalam hal perkara dilakukan upaya
hukum luar biasa;

. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali; dan
.surat pernyataan dari organisasi bantuan hukum yang menyatakan

bahwa menerima putusan.
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(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
tahapan bantuan hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:

a. tahap gugatan:
1. Penggugat, dengan melampirkan:

a) surat permohonan;

b) surat kuasa;

c) surat gugatan;

d) bagian surat gugatan yang memuat nomor perkara, identitas
penggugat dan tergugat, posita gugatan dan petitum gugatan; dan

e) surat panggilan.

2. Tergugat, dengan melampirkan:

a) surat permohonan;

b) surat kuasa;

c) jawaban gugatan;

d) bagian surat gugatan yang memuat nomor perkara, identitas
penggugat dan tergugat, posita gugatan dan petitum gugatan; dan

€) surat panggilan.

b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama:
1. sebagai penggugat, dengan melampirkan:

a) jadwal sidang;

b) surat kuasa;

c) somasi; jika ada

d) tawaran mediasi atau jawaban;

€) akta perdamaian atau melanjutkan perkara;

f) eksepsi atau replik;

g) kesimpulan,;

h) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan; dan

i) surat pernyataan dari organisasi bantuan hukum yang menyatakan
bahwa menerima putusan.

2. sebagai tergugat, dengan melampirkan:

a) jadwal sidang;

b) surat kuasa;

¢) somasi; jika ada

d) tawaran mediasi atau jawaban;

€) akta perdamaian atau melanjutkan perkara;

f) eksepsi atau duplik;

&) kesimpulan;

h) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan; dan

i) surat pernyataan dari organisasi bantuan hukum yang menyatakan
bahwa menerima putusan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding:
1. sebagai penggugat, dengan melampirkan:

a) surat keterangan /akta banding;

b) memori banding atau kontra memori banding dalam hal perkara
dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa;

c) salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding yang
memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan
amar putusan (apabila putusan tingkat banding telah mempunyai
kekuatan hukum tetap); dan

d) surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum yang menyatakan
telah menerima putusan.
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2. sebagai tergugat, dengan melampirkan:

a) surat keterangan/akta banding;

b) memori banding atau kontra memori banding yang telah dilegalisasi
oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding;

c) salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding yang
memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan
amar putusan (apabila putusan tingkat banding telah mempunyai
kekuatan hukum tetap); dan

d) surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum yang menyatakan
telah menerima putusan.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi:
1. sebagai penggugat, dengan melampirkan:

a) surat keterangan /akta kasasi;

b) memori/kontra memori kasasi yang telah dilegalisasi oleh
pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi;

c) bagian salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang
memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan
amar putusan; dan

d) surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum yang menyatakan
telah menerima putusan.

2. sebagai tergugat, dengan melampirkan:

a) surat keterangan/akta kasasi;

b) memori kasasi atau kontra memori kasasi yang telah dilegalisasi
oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi;

c) salinan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang
memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan
amar putusan; dan

dj surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum yang menyatakan
telah menerima putusan.

e. tahap peninjauan kembali:
1. sebagai penggugat, dengan melampirkan:

a) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada
pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan peninjauan
kembali, nomor register perkara, dan identitas pemohon;

b) salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
dan

c) putusan peninjauan kembali yang memuat nomor putusan,
identitas terpidana, dasar hukum, pertimbangan hakim, dan amar
putusan.

2. sebagai tergugat, dengan melampirkan:

a) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada
pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan peninjauan
kembali, nomor register perkara, dan identitas pemohon;

b) salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
dan

¢) putusan peninjauan kembali yang memuat nomor putusan,
identitas terpidana,dasar hukum, pertimbangan hakim, dan amar
putusan.

(5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
tahapan bantuan hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha
negara meliputi:

a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:

1. permohonan;
2. surat kuasa;
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3. surat pernyataan;
4. bagian surat gugatan yang memuat nomor register pengadilan, nomor

perkara, identitas pemohon dan termohon, objek gugatan (Keputusan
TUN), posita gugatan, dan petitum gugatan;

5. surat panggilan;

6. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal

process;

7. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata

Usaha Negara (jika ada); dan

8. akta perdamaian (jika ada).

. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:

1. jadwal sidang;

. surat kuasa;

. somasi; jika ada

.jawaban gugatan;

. tawaran mediasi atau jawaban;

. eksepsi atau replik;

. kesimpulan;

. bagian salinan putusan atau petikan putusan yang memuat nomor
putusan, identitas pemohon dan termohon, pokok perkara, dan amar
putusan; dan

9. surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum yang menyatakan

bahwa menerima putusan.

. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:

1. surat kuasa;

2. akta banding;

3. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara

dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan

4. bagian salinan putusan atau petikan putusan yang memuat nomor

putusan, identitas pemohon dan termohon, pokok perkara, dan amar
putusan.

. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:

1. surat kuasa;

2. akta kasasi;

3. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara

dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan

4. bagian salinan putusan atau petikan putusan yang memuat nomor

putusan, identitas pemohon dan termohon, pokok perkara, dan amar
putusan.

. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan

tingkat pertama;

2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali,

dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan

4. bagian salinan putusan atau petikan putusan yang memuat nomor

putusan, identitas pemohon dan termohon, pokok perkara, dan amar
putusan.
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Paragraf 2
Penggantian Pencairan Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 44

Pencairan dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah pemberi
bantuan hukum menyelesaikan kegiatan dan menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan secara tertulis yang disertai dengan bukt
pendukung.

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bukti pelaksanaan kegiatan;

b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
c. laporan pelaksanaan kegiatan;

d. keuangan penanganan kasus; dan
e. dokumentasi.

Bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a untuk bantuan hukum non litigasi disesuaikan jenis kegiatan
meliputi:

a. kegiatan penyuluhan hukum, dengan melampirkan;
1. surat keputusan pembentukan panitia yang ditandatangani oleh ketua

organisasi bantuan hukum;

. surat penunjukan/surat tugas;

- narasumber yang ditunjuk yang ditandatangani oleh ketua organisasi
bantuan hukum;

.daftar hadir kegiatan (peserta dan narasumber disertai dengan
tandatangan asli dan stempel organisasi bantuan hukum);

. materi penyuluhan hukum;

. notulen kegiatan penyuluhan hukum;

. dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran
SR;

- bukti pembelian konsumsi dengan kuitansi dan bon dilengkapi dengan
materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

- bukti pembuatan spanduk dengan kuitansi dan bon yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh pihak penjual disertai materai Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

b. konsultasi hukum, dengan melampirkan;

1. formulir pemohonan konsultasi yang sudah diisi lengkap dan
ditandatangani oleh penerima bantuan hukum dan organisasi
bantuan hukum didukung dengan stempel basah organisasi bantuan
hukum;

2. materi konsultasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi
penerima bantuan hukum,;

3. laporan hasil konsultasi berupa ringkasan permasalahan hukum yang
dikonsultasikan;

4. dokumentasi berupa foto kegiatan konsultasi berwarna ukuran 5R;
dan

S.bukti biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir yang
ditandatangai dan dicap/stempel oleh pihak penjual.

c. investigasi kasus baik secara elektronik maupun non elektronik, dengan
melampirkan:

1. formulir investigasi kasus yang sudah diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pemohon;
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2. materi investigasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi oleh
penerima bantuan hukum;

3. pelaksana investigasi adalah advokat, paralegal atau mahasiswa yang
terdaftar dalam organisasi bantuan hukum;

4. laporan hasil investigasi kasus berupa ringkasan hasil investigasi dan
perkembangannya yang ditandatangani oleh ketua organisasi bantuan
hukum; dan

5.bukti biaya penggandaan dan penjilidan laporan akhir yang
ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.

. mediasi, dengan melampirkan:

1. mengisi formulir permohonan mediasi yang ditandatangani oleh
penerima bantuan hukum;

2. berita acara mediasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dalam
mediasi permasalahan hukum dan perkembangan dalam proses
mediasi;

3. laporan mediasi memuat tentang hasil kegiatan mediasi berupa
kesepakatan atau ketidaksepakatan para pihak yang ditandatangani
oleh organisasi bantuan hukum dan para pihak/penerima bantuan
hukum; dan

4. bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan akhir dengan kuitansi dan
bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.

. negosiasi, dengan melampirkan:

1. mengisi formulir permohonan negosiasi yang ditandatangani oleh
penerima bantuan hukum;

2. berita acara negosiasi yang memuat perkembangan proses
penyelesaian permasalahan hukum dalam negosiasi dan lokasi;

3. laporan negosiasi memuat tentang hasil kegiatan negosiasi berupa
kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh
organisasi bantuan hukum dan para pihak/penerima bantuan
hukum; dan

4. bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan akhir dengan kuitansi dan
bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.

. pemberdayaan masyarakat, dengan melampirkan:

1. mengisi formulir permohonan bantuan hukum untuk pemberdayaan
masyarakat yang ditandatangani oleh penerima bantuan hukum;

2. surat penunjukan/surat tugas narasumber yang ditandatangani oleh
ketua organisasi bantuan hukum,;

3. narasumber pemberdayaan masyarakat adalah advokat, paralegal
atau mahasiswa yang terdaftar dalam organisasi bantuan hukum yang
bersangkutan;

.daftar hadir (peserta dan narasumber yang disertai dengan
tandatangan asli dan stempel organisasi bantuan hukum);

. materi pemberdayaan masyarakat;

.notula berisi perkembangan yang ada dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat;

. dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran
SR; dan

8. bukti biaya fotocopy, penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan
dilengkapi dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan
dicap/stempel oleh pihak penjual yang dilengkapi dengan materai
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

. pendampingan di luar pengadilan, dengan melampirkan:

1. formulir permohonan pendampingan diluar pengadilan yang sudah
diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima bantuan hukum yang
menjadi saksi dan/atau korban perkara pidana;
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2. berita acara pendampingan yang memuat ringkasan perkembangan
pendampingan diluar pendampingan;

3. laporan pendampingan diluar pengadilan yang berupa fotocopy visum
et repertum, panggilan saksi, hasil konseling dan lain-lain; dan

4. bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi
yang ditandatangani oleh ketua organisasi bantuan hukum dan
dicap/stempel organisasi bantuan hukum.

h. drafting dokumen hukum, dengan melampirkan:

1. formulir permohonan drafting dokumen hukum yang sudah diisi
lengkap dan ditandatangani oleh penerima bantuan hukum;

2. laporan drafting dokumen hukum yang telah disusun dan diberikan
kepada penerima bantuan hukum; dan

3. bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi
dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.

Pasal 45

Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau
pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari pemberi
bantuan hukum.

Pasal 46

(1) Pencairan anggaran Bantuan hukum litigasi dan non litigasi dilakukan
melalui transfer ke rekening pemberi bantuan hukum setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Pencairan dana bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah perkara yang ditangani pemberi bantuan hukum
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pencairan dana bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 47

(1) Dalam hal pemberi bantuan hukum telah menerima anggaran untuk
kegiatan bantuan hukum secara non litigasi, Pemberi bantuan hukum
tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya bantuan hukum litigasi
yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sama.

(2) Dalam hal pemberi bantuan hukum telah menerima anggaran untuk
kegiatan bantuan hukum secara non litigasi, pemberi bantuan hukum
tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya bantuan hukum litigasi
yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sama.

(3) Dalam hal kegiatan bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan bantuan hukum litigasi,
pembayaran biaya bantuan hukum hanya diberikan terhadap bantuan
hukum litigasi.

(4) Dalam hal biaya bantuan hukum secara non litigasi telah dibayarkan
kepada pemberi bantuan hukum dan bantuan hukum secara non litigasi
beralih menjadi bantuan hukum litigasi, biaya bantuan hukum secara non
litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.
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BAB VI
TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 48

Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan bantuan hukum kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian
Hukum.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk
pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran bantuan hukum; dan
b. laporan kinerja bantuan hukum.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Pemberi bantuan hukum dikenakan sanksi administratif apabila:

a. tidak memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum
hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;

b. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan
hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku,
pekerjaan dan latar belakang politik penerima bantuan hukum dan
bersikap independen memberikan bantuan hukum kepada penerima
bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;

c. tidak melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip
pelayanan publik; dan/atau

d. tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan
hukum kepada Sekretaris Daerah melaiui Bagian Hukum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 48 ayat (1).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau
b. pengembalian dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 50

Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-berturut masing-masing
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum maka:

a. pemberi bantuan hukum tidak dapat mengajukan permohonan dana
bantuan hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; dan

b. pemberi bantuan hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang
melakukan akreditasi.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Format formulir bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagajmang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi .
pada tanggal 6 Foruan 2023

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal & TFeotuari 2025

SEKRETARIS DAERAHKABUPM/EN NGAWI,
ttd
MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR (2



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR |2 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN

FORMAT BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

. FORMULIR PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

. FORMULIR KONSULTASI HUKUM

. FORMULIR LAPORAN KONSULTASI HUKUM

FORMULIR INVESTIGASI KASUS

FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

. FORMULIR MEDIASI

. BERITA ACARA MEDIASI

FORMULIR NEGOSIASI

J. BERITA ACARA NEGOSIASI

K. FORMULIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

L. FORMULIR LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

M. FORMULIR PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

N. FORMULIR DRAFTING HUKUM

O. FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

P. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

Q. FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN
BANTUAN HUKUM

R. FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN

il N I



A. FORMULIR PENYULUHAN HUKUM.

P N R R T R R RN P :!()-.

Nomor: ..ol
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum

Di
Tempat

Dengan hormat,

erssscecscsscscnsssancs
esccccccessssssencsavne
mescecasessscsnsscccsae
cssnssccscescsssecsscce
asscsancesenanensrenves

Hari/Tan, :
Waktu :
Tempat

.

“escecvecscsanse

“teccsscrosevissrensncnan

mesnecccssssvescenanase

L R R R T T R N PP

R R R R R R A R R I g g

LR N RN IIImnmmmmmmmImmImTmmITIIII

L R R R R R R R I NI

LR AR A R R R L L L LR R T R X

LR e R R A R R R N A A

PR R R R R R R R N R X X Y I Y R

L A R R R R I R N R S N

.

-

sscsensane

sseccsccsns

sessenanee

cesessevens

ceesasssane

ccecccsoanse

ccecccssae

L R T T

R R R R R R R R R % 0 U Y

L R R R R T

B S 000t tr e Ierererrearr It rIrNrrer ettt er Iveentenenesertsentaccnessssvasennanansnnans

Pemohon

®eeecscnscsacccstsrsantssacssnensnsna

Ttd

(Nama)



B. LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

....................................................................................................

Jenis kegi
a. Jenis kegiatan
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................

.............................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------

Perwakilan Peserta, Nama Pemberi Bantuan Hukum,
Ttd Ttd
(stempel) (stempel)



C. FORMULIR KONSULTASI HUKUM

..................... TR § I

Perihal : Konsultasi Hukum

Kepada Yth:
Nama Organisasi Bantuan Hukum

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama L N
2. Tempat/Tanggal Lahir S eeteteteeemterteteiettttttostntesesasanansnrnanasnsnrnsans
3. Jenis Kelamin D ettt erae et aneaaans
4. Tempat tinggal (Alamat) ..o

Kelurahan/Desa T ettt re e eaeae e e ettt e o annanas

Kecamatan  teetteameenreerseescetetatsttonansetascanseteensnnnnnnsassnase

Kabupaten/Kota D ettt ieteee et teaaeenee et e aeanennnannn
5. Pendidikan L ettt ete e ea e e e e e et et eb e aaan
6. Golongan Darah D ettt ceceaeeanean e e nn e nenaan
7. Agama D ettt teeeeere e et araanan
8. Pekerjaan D eeeietseenitiatiteeataiirete st tontentaeananraneanenns

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................................

...............................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...............................................................................................................

...............................................................................................................

......................




D. FORMULIR LAPORAN KONSULTASI HUKUM

L

HI.

Iv.

Data Pemohon /Klien

1. Nama L ettt etteereteretecereteieeeteeeeeeeaterraaaaaaeanaenrans
2. Tempat/Tanggal Lahir D ettt ttn et aeaeaaa s e e aenanans
3. Jenis Kelamin D teeeeeeereceraaenanaas eteeerereracataenan evetererenanann
4. Tempat tinggal (Alamat) D ettt ettt e teetetaa e e a e e aaanes

Kelurahan/Desa ettt e e aanans eeeeeateeeteentenennaannnnnn

Kecamatan & eeeeesserecusasisiassssassesasanonsenacrasesssnesantannnnannns

Kabupaten/Kota D ettt reeen et r e an e e nnanns
5. Pendidikan D N
6. Golongan Darah D ettt tteeeeeeeeeeteeareaeeern e enaaananan
7. Agama ! eeeeeeeeeenn. e eteeeteteieteieneieeeteeenenaanasaananans
8. Pekerjaan D eneeeeeeeeetteeteesiaiteeeteseeaeeecntnraaannnn eveenans

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

pemohon

Pemohon/Klien
Nama T e e ettt eeeeaaa e e arn et e en e e naaaanan
Tanda Tangam @ ...
Konsultan Hukum
Nama et ettiteieee ettt e et e netan e et tanenannanannnn
Tanda Tangan : .............ccoooiiiiiiiionnannnnn.., e reetereceteceeeeeeaaeaenenaans
...................................... 20..
Mengetahm
(Nama Pemberi Bantuan Hukum)

Direktur



E. FORMULIR INVESTIGASI KASUS

Nomor : .......cccevevvnnnen.
Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth:
Nama Organisasi Bantuan Hukum

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon /Klien

1. Nama D eteteteeetetee ettt tetetattee ettt ar e aananananns
2. Tempat/tanggal lahir D tetrteetirare ettt st e e ae e e anneanannnn
3. Jenis Kelamin D ettt ettt ean ettt aaaan s are e anen
4. Tempat tinggal (Alamat) D ettt teaere e r e eanseannnnn
Kelurahan/Desa ettt aae erereeenereraanaas
Kecamatan D eeeeeecrrecnreees crereeaseereteateteeerereseraann
Kabupaten/Kota Deeeenns eteeeteraeeeteetarretnertaanaanannnas
S. Pendidikan D eeeerererereen e anas eereereeteesesteteasenananne
6. Golongan Darah D rtetettietetreeeeene e e aaaantaaneas ereneanen
7. Agama D et ce et e et sa s e e e aas
8. Pekerjaan L eeteeeteteeettateecetettataeee e taatateateaananananns

I. Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/bulan/tahun)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................



F. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

L

Data Pemohon /Klien
1. Nama D et eeteeeeeieeteieieeteeeeeeeerertetarnanaenaannan
2. Tempat/tanggal lahir :.................... eeetteteterensesenencaennnen ceerenean
3. Jenis Kelamin ettt naaee eereetereeneereneeaannannan
4. Tempat tinggal (Alamat) : ...cccooiiiiiiiiiiicee e aeas
Kelurahan/Desa D eterettetetetteee et teteete st e annaansneanaanaennn
Kecamatan D ettt tetetita et rata e e saaaanan
Kabupaten/Kota D ettt ittt tetr et e aanarnaanenrnnaan
5. Pendidikan D ittt ettt e e e ae e e aana
6. Golongan Darah L ettt teeeteeteeanrnaanan e ennannn
7. Agama D ettt e et ettt e e e nanennans
8. Pekerjaan D eeeeeeteeeeeereeeseseeatraetatesatea e aeenanaranaannn

Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/bulan/tahun)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................................

............................................................................................................

...............................................................
.............................
............................
Pemohon /Kli
Nama :
D ettt teea e erar e eate e et eanb e eat e rantennneenneannna
Tanda Tan, :
AL ettt e e e e n e b es e e e e e aeanns
Nama :
D reteeeeeeeeenaes et ettt eeten e raantaaannnnearaanas eevnens
Tanda Tangan
g D ettt teee e een e ere s aan e tanaeanteerneeternnrannnsannaa
............................................. 20..

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
Direktur




G. FORMULIR MEDIASI

Kepada Yth:
Nama Organisasi Bantuan Hukum

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama D ttiiesencneeiestaetts ittt saenareraerstatananennne
2. Tempat/tanggal lahir D ettt ieeareceeteeeenannaanaan e e aanas
3. Jenis Kelamin D ettt et eetean e e r e eneaeaan
4. Tempat tinggal (Alamat) ..o

Kelurahan/Desa T e ettt eerr et e rea e ennas

Kecamatan L ettt tieteetetraere e ra e an s esaanann

Kabupaten/Kota D eernreerecnittatst ettt srernananenesesnsaneraaantnen
S. Pendidikan D ettt teeree e r e e ae s s eanann
6. Golongan Darah D meeeseenerutetetetinsnanssettstannaasasnsaerreneasnnnnnn
7. Agama D ettt creeteeairneae e re et et e anannn

8. Pekerjaan L et ettt enaanen e a e teennans

.......................................................................................................

| i i Pokok Masalah dan Latar Belakan

III. Uraian Singkat Pokok Ma an Latar Be gnya.
.......................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................

.........................



H. BERITA ACARA MEDIASI

Pada hari ini .................tanggal ..................bulan .................. ceeene tahun
eeeeeetereetessesensnsensnesesnaanany telah dilaksanakan mediasi
............... B PP PPPPPPRI - 1 11 771 ¢ - ERRUR R URUORRRRRI /- ¢ T §
bera]amat di .. ceeenene treeerasercatneeretnsansaansanan cretererseieeeceees  yang
selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan .........................
.......... certemtercreeeneeneneeeeeeeeeeenae. yang beralamat di ......... yang selanjutnya
disebut PIHAK 1I, dalam perkara
Adapun butlr-butlr kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai
berikut:

.............. D R R R R R R R R T R O g
............... D R R R A T T
..... L AR R R R R R R R R R R R A L L L T T T O o O
...................... D R R R R T T R g Y
D T R R L Y LR L RN TR T R PR Ry ssesecsnstansnans L R R I R IrIIIIIIm™s
cesscse 88008000000 0000000000009009¢v 9909030000000 CRIIRIRRITIYTS vesenans Sescscssscnssvsascssensas ssssssessas ese
D R R R R R R R R A R AT AP cssecsen “etersssssesserencnscnne sesessssecaans esesstetsssacrcncne
..... e R R R N R I I I I I T Y s
eveccceas L R L R R R RN sevesccscccace D R X PR R RO P R evesccevnesane eeesssrssvsncsvean
vessseresressscannecce ssescce sescsssssasesnaa D R R T vessucsceressttttttectrentccase sccsne
---------- 0009000000 0000000T00 T I et tettetisesnseesensetectanstesstetssssnssccsstascsndscsssssasacsscssssssnsass

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Ttd Ttd
(oeerernerennannn) (coeereeeeeeeenennd)

MEDIATOR

Ttd

(----..oo~~qo.-..-. ...... on--.--.)



L

FORMULIR NEGOSIASI

Perihal : Negosiasi
Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama D ettt ettt e e ta e eneneaanananaannn
2. Tempat/tanggal lahir D eeteeereeeeeieeeetetiererieeaeat ettt s sneeenannan
3. Jenis Kelamin D ettt ea et et e e rnerasanannns
4. Tempat tinggal (Alamat) = ...

Kelurahan/Desa D ettt en et e et e aren e anannns

Kecamatan D e iteeietea et teeeeeeee e re e e n e ananaans

Kabupaten/Kota D eeeeteeteeteceeieeceitesteceeeeaanaanaenanannanaennnnnn
5. Pendidikan D ettt ettt et ee et ea s a s e annns
6. Golongan Darah D eteeeeeeteeernete et ettt enaeant e aanaanaanaanarannn
7. Agama D ettt et re ettt e e e e an e anaanas
8. Pekerjaan D ettt ettt ei e te et e e tan s e taannnan

II. Pelaksanaan negosiasi (tanggal/bulan/tahun)

........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................

.........................

Ttd

( Nama )




J. BERITA ACARA NEGOSIASI

beralamat di ................ eeeteerareceeteceeateeraannann rreeeeeeeeenanan yang
selanjutnya disebut dengan PIHAK I dengan ......... eeaeaen ereereetaeeeaaaaanan
teeetteeeeieetereeeaseteenataaarataternanrnns yang beralamat di ...... yang selanjutnya
disebut PIHAK I dalam perkara
Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dlhasﬂkan adalah sebagai
berikut :

----- R R R R
escsesssecsssvesnovenen seesrscrecccsssrssrrenncea esesssrenccana ssescrnccscne seevescnss seserssrsstrencsnnanan e
....... M R R R R R R T R S A A U U u g A
csasnsecs *sssesssvecnsnnsee sssscscns ®evecsverrrescaseseessssecassrsrranee “eencssccsscacevsaven L S X R R R
“ecsvesvescace sscesncsacas D R R N Y “ecccscssccccans cesans sessccsencanas “eccressssrsracsennsnene
Seeesvessssscescessnnone R R R R R R O AR seecsse “sesevesens tesncsscsvsncscnnnea
mescectesssesccsstenascacannes secscsccae ssssesvsccccnnasn esesscestsesescatanace L N
........... A A R L T T S D
Secescesccetcsssensnvencnansas “eevessescsscevsscnane sessescns 4eeccccsacnas sesevean sesscsnsecces tesscecssecsacccnn
csvesvocncssa tssscccccscervencncncas tessecsssressecscnsnsas eesssessessesvocsancne sessesassssssnsane seeences ceen
4eavcssesesscssnsscsnccsnans tesecess cseccas “cessescscccsccnse escececs 4ecsevevcccvectcvcntsracnrcasens sececcccsasaan
..... A R el A R L R T DI
....... e A i R R T T R L T S
“secvvoese eccscscscnes N R R R R R R T PR T T T PR RPN “ececvcccvesssassacs teveescccecsnansane sececese
weesscecsescsssssrranacses scsssensan sscsesensans veccscssecesescsssanccns ssecessrvracanee esecsasstscnansace teseseee
........... e e e R

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
ttd ttd

(omememeeeeeeeeeeeeensd) (ceenreeeeeeeeeens )

NEGOSIATOR
Ttd

(oo s )



K. FORMULIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seesccsssnan tseccacttgaccccnananctacsanse cssscee :Z()-.

Nomor : ....c.ccooaiiiniil
Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,

ccncccecscnce D R R N L T Ly ecscscsrcesccssnnae ssccasssencsenstansncas secnne ..

i/T
Hari/Tan  eeeeeeeeeeeeeeaaaes eeereenetteatea e aaaaannas
.
W D eeeeeerecoeneeeeaeaaeaas eeeeeeeeeaereeeeaenan eemeeean
Tempat :
empa D eeeeeeieranees feeeeeeteeeaenteeeeta e aanaan s cereenas

eveccescsnsanse eesssessesnsans D R R essscevecsvecsns Seccescvcrsvravenne
ececsecaceesssoststerstecanar st atccnaass seveccscsscas sescsane R A R L T R L) tecscsanee
------------ LR R L R R N R L L L LR T L L T T ¥ ppypipipgs iy

Pemohon

cssceancen veseesseccsancas seccsnes

Ttd

(Nama)



L. FORMULIR LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini ................. tanggal ................... bulan ...
tahun ... , (nama pemberi bantuan hukum) yang
berkedudukan di .....................o Ceeeereeeeeereneeenenaaannns eeeeeeneeeteeaananranenns
telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa :

a Jenis kegiatan

b Jumlah peserta

c Jangka waktu pelaksanaan

.........................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perwakilan Peserta Nama Pemberi Bantuan Hukum
ttd ttd
(stempel) (stempel)



M. FORMULIR PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

.................. Jeesescrasstesccsenasancs 20.-

Nomor : ......................
Perihal : Pendampingan di luar pengadilan

Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawabh ini :
1. Nama  rerererereiteciiiiatettinsetttsttncntnenanresatssasaonens
2. Tempat/tanggal lahir D ettt tereae et aneaneraen e ereananans
3. Jenis Kelamin D ettt et e e e e n e en saeas
4. Tempat tinggal (Alamat) L ettt ea e aan e raea e naan
Kelurahan/Desa D ettt et n e e et e aneeas
Kecamatan L eeeteeeieetatereeereteeeeeraraeaanen et rennanens
Kabupaten/Kota D et reeeeetteeeeaaearanarnaenernear e eaannan
S. Pendidikan D eeeeieiesereseisesestt e sesereasetesntsasanssnrance
6. Golongan Darah D tteitecescsecctrontestonarastereaneerrernasansansreanes
7. Agama D etttereterrre et trnre st eranenaaaan e arontanannnn
8. Pekerjaan D eenetmreteteteenientatteta ittt tnaesattnananaenerennnen

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di
luar pengadilan berupa :

...............................................................................................................

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

..................................



N. FORMULIR DRAFTING HUKUM

.................. Jeecrcenrcrccscsscsvsraces 20..

Nomor : ...
Perihal : Drafting Hukum

Kepada Yth:
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama D ittt et e e e e e e a e naeanas
2. Tempat/tanggal lahir D et ereereeereeretreesie sttt teeenareataanaeaanannnan
3. Jenis Kelamin D ettt ettt ee et e an e e eaa e e nennnas
4. Tempat tinggal (Alamat) D ettt raeeca et tte et e et eaneaanannnan

Kelurahan/Desa D ettt ttetneteeaeentreananeaererneaeanrannanaans

Kecamatan D ettt ittt e taeneeeeera e aaa e aanannann

Kabupaten/Kota D ettt ieeetee ettt tenet e ra e anraaannns
S. Pendidikan D et et et n e e e e nennaas
6. Golongan Darah D eeteteetereetttet et ceteatecne e e ernnararnenannnn
7. Agama L ettt et et ea s eeaen e e e e anans
8. Pekerjaan D temeeeeteeeeereeieeacaeteeeeea et rananranaaann

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk kegiatan drafting
dokumen hukum berupa :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...............................................................................................................

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

..................................

(Nama)




O. FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

ooooooooooooooo geeccccacscccsccees 20..

JL (031170
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum

Kepada Yth:

......................................................................................

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama D e teteteeeeeeeeieetertiriesra et taa e aaas
Tempat/Tanggal Lahir ...
Jenis Kelamin D eeretececetasteeeetaeieatetntaaeeeataaacaeaeataenaneanann
Agama SO e
Pendidikan D eeeeeeteteeeceeteceecetscsecaceecttncaeatantasaaanantnnnan
Golongan Darah (*) D e teereteceeteeereteteeeattatnteaetatesnaeacaananrons
Alamat/Telepon/HP (*) 1 ittt e e e eaas
Pekerjaan D e teteeeteteoiciececececaeetetatetacecetetetessntntatann
Keterangan Miskin : Terlampir

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum dengan uraian
singkat pokok permasalahan sebagai berikut:

....................................................................................................

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

..................................



P. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

. .
Bant Huku :
ama Orgamsasl uan Hukum D i eetttttserecesscuesseeaceesserettantacaneseranas
.
ama e ecsensessssssssssesssssnscsssssacsansasssssesnenn
.
ama gram D eeeeetsteettirenseessnterotttsentetttnnaneananan
.
Tujuan Program D eeeteesesisecasesessenretessasasssratenanacanae
..
ki Pro :
pst D teeeeeeescescssscamscsasccasesassaasranscascnnan
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Target Pelaksanaan :
D eeeetcettceeceesectareesreasacasscaasennnncanenn
.
Output Yang diharapkan D eeteeeeterettsscesesseseatsenetasannteanenennane
Jadwal Pelaksanaan :
D eteeeeeecceccecscessecesvecsncaraaacsaananannan
Rincian Biaya Pro. :
D eeeeceeecceeceesetesscasnccesenesetnncnaencnenan

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Stempel basah

Direktur/Ketua



Q. FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN
BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
Alamat Telepon,Faximile/Website

PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

isasi kum
Nama Organisasi Bantuan Hu D e ean s
t .

D reretirerntastnasnsnsenanenaneseansnresennennnnnn

Nama Program D ettt ettt e e aaan
.

Tujuan Program D eevereteeeriiansttrrenasnannrenresstesnasnaranane
Deskripsi Pro
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................
Target Pelaksanaan :

ettt et cert s s et e s s s e anenes

.

Output Yan ara; :

D eeeetsutieirnsetnatesatuaraananransesesasnannnnane
Jadwal Pelaksanaan :

5 eeemeerettettatatatiteseaansanrantasantanenseannes
Rincian Biaya Pro, :

D eerreeenittetretettereatataa s enraetsaaansnnnns

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Stempel basah

.......................................




R. FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN

‘ - Jumlah Yo Jumlah Yo
:‘ e v Angsaran Kasus/ | Persenta Angsaran Kasus/ Persenta g
Rp) kegiatan se (Rp) kegiatan se |
1 PENERIMAAN
| 11 Penerimaan dari I,
E APBN i
Penerimaan dari |
| 12 | apmD
' Penerimaan dari i
1.3 Hibah |
; Jumlah
Penerimaan :
2 PENGELUARAN |
21 | Litgasi ‘
2.1.1 | Perkara Pidana
2.1.2 | Perkara Perdata !
Perkara Tata
=18 Usaha Negara I
2.2 Non Litigasi ;
2.2.1 | Penyuluhan |
| 2.2.2 | Konsultasi
2.2.3 | Investigasi
| 2.2.4 | Mediasi
2.2.5 | Negosiasi !
Pemberdayaan |
St Masyarakat !
2.2.7 | Pendampingan
S Drafting dokumen f
i hukum 5
s Administrasi i
Umum !
Jumlah |
Pengeluaran
Surplus (Defisit) !
| 3 PEMBIAYAAN |
' 31 Pendapaian +
i Diterima Dimuka "
; 45 Hutang kepada 5
Pihak Ketiga |
SILPA /SIKPA ’

a.s Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum
Direktur Keuangan

(Nama)

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO



